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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian documenter dengan judul' “Amnalisis
Hukum Acara terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Putusan
No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang Harta Bersama”. Penelitian ini bertujuan
untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan hakim membolehkan saksi
keluarga sedarah dalam putusan No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama
dan bagaimana analisis hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga sedarah
dalam putusan No.0284/Pdt.G/PA.Sda. tentang harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif
analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk
menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang kebolehan saksi
keluarga sedarah dalam perkara harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda.
Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan
mengemukakan teori umum tentang gugatan harta bersama dan alat bukti saksi
keluarga sedarah, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk
menganalisis kasus kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama
No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Pertimbangan hukum
majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang digunakan untuk menyelesaikan
perkara harta bersama dengan saksi keluarga sedarah adalah berdasarkan dengan
Pasal 145 ayat (2) HIR yang menjelaskan bahwa kaum keluarga sedarah dan
keluarga semenda tidak dapat ditolak dalam perkara perselisihan kedua belah pihak
tentang keadaan menurut hukum dan perjanjian pekerjaan dan Pasal 174 HIR
tentang pengakuan yang diakui oleh penggugat maka harus dinyatakan terbukti
menurut hukum. Kedua, ditinjau dari hukum pembuktian yang termasuk bagian
dari hukum acara Peradilan Agama, saksi keluarga sedarah dari keturunan lurus tidak
bolch didengar atau dianggap tidak cakap sccara absolut scbagai saksi dalam scgala
hal, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Begitu pula dalam perkara harta
bersama saksi kcluarga scdarah tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karcna tidak
memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Dari kesimpulan tersebut hendaknya hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang
berwenang untuk mengadili proses pembuktian perkara, khususnya perkara harta
bersama yang menghadirkan saksi, harus benar-benar cermat dan hati-hati dalam
menilai setiap saksi yang dihadirkan dan menanyakan identitas para pihak, apakah
saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi atau tidak dapat didengar, sehingga
dapat memberikan putusan yang benar-benar adil dan tidak merugikan kedua belah
pihak yang beperkara di pengadilan. Bagi pejabat yang berwenang membuat undang-
undang, sayogyanya ketentuan tentang alat bukti saksi perlu ditambahkan lagi
mengenai ketentuan-ketentuan khusus dan dirumuskan dalam pasal tersendiri yang
mengatur pembuktian dengan saksi dalam perkara harta bersama yang memang pada
tahap pembuktian banyak menghadirkan saksi keluarga sedarah.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum
acara perdata. Menurut Bachtiar Effendie dkk. hukum pembuktian ialah hukum
yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara
mengajukan alat bukii, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak
serta menilai hasil pembuktian. ' Adanya suatu pembuktian itu dikarenakan
adanya persengketaan antara para pihak untuk kepastian tentang kebenaran
peristiwa yang diajukan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai
apakah peristiwa atau fakia-fakia yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah
benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.? Yang
dimaksud dengan membuktikan adalah menyatakan untuk meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.®

Adapun tujuan adanya pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian
bahwa suatu peristiwa atau fakia yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.* Di dalam hukum Islam juga

! Hari sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdsts, (Bandung: Mandar Maju, 2005),.3.
% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peagadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), 139.
* Kurdianto, Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata, (Surabaya: Usaha Nasional,1991), 11.
4 Mukti Arto, Praktek Perkara,140.



sangat mementingkan adanya pembuktian, ini terlihat dari hadist nabi yang

menjelaskan hal itu.
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Artinya

"Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Pembuktian adalah
kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban yang
mengingkari,(HR.Al Baihaqiy).’

Mcnurut hukum pcmbuktian acara perdata, maka pcembuktiannya adalah:

l. Bersifat mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh
melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang beperkara.

2. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim, dalam pembuktian perkara
pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim, sedang dalam perkara perdata
tidak disyaratkan secara tegas.

3. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil. Pembuktian materiil
mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembukiian dengan alat-alat bukti
tertentu dalam persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang
pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian.

4. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian, hakim wajib mengikuti

ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian.®

1;2“ Bakar Ahmad Al-Husain Al-Baihaqi, Dala’il An-Nubuwab, Juz TIL, (Beirut: Dar Al-Kutub
Al-limi¥ah, 1985), 359 .
S Mukti Arto, Praktek Perkars141.



Upaya untuk mcmbuktikan kcpada hakim tcntang kcbenaran dalam suatu
persengketaan bisa menggunakan beberapa alat bukti. Dalam acara perdata
hakim terikat pada alat bukti yang sah yang berarti bahwa hakim hanya boleh
mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-
undang. Dalam pasal 164 HIR(TI?tzien Inlandsch Reglement) disebutkan macam-

=R
macam alat bukti yaitu;

1. Bukti dengan surat.

2. Bukti dengan saksi.

3. Persangkaan-Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.’

Salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu adanya saksi.
Pengertian saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang,
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan
yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa
tersebut.® Syarat-syarat saksi ada dua macam: syarat formil dan syarat materiil
sebagaimana berikut:

Syarat formil ialah:
1. Berumur 15 tahun ke atas

2. Sehat akalnya

7 o R-Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1995), 121.
§ Mukti Arto, Perkara Perdata,165.



w

9.

Tidak ada hubungan kcluarga dan scmenda dari salah satu pihak mcnurut
keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.

Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah
bercerai.

Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.
Menghadap di persidangan

Mengangkat sumpah menurut agamanya.

Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau
dikuatkan dengan bukti lain

Dipanggil masuk ruang sidang satu demi satu

10. Memberikan keterangan secara lisan.’

Syarat materiil ialah:

L

2.

Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.
Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya

Saling bersesuaian satu sama lain

Tidak bertentangan dengan hukum Islam'®

Dalam HIR dijelaskan tentang orang yang tidak boleh ditolak sebagai saksi

adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam perkara perselisihan kedua

% Ibid, 165.
1° 1bid, 166.



pihak tcntang, kcadaan menurut hukum pcrdata dan tentang perjanjian
pekerjaan.!!

Menurst H. A, Mukii Arto keluarga sedarah atau semenda,
burub/karyawan dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi di
bawah sumpah dalam perkara tersebut di atas.

Di dalam undang-undang peradilan agama No.7 tahun 1989 pasal 76 Ayat
I yang berbunyi:

“Bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi dari
keluarga orang-orang yang dekat dengan suami istri”

Dari hal-hal mengenai saksi yang dijelaskan di atas, bahwa saksi keluarga
sedarah tidak boleh ditolak sebagai saksi yakni dapat didengar sebagai saksi
dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan para pihak atau dalam
perkara yang menyangkut perjanjian kerja, serta diatur secara khusus dalam
Undang-Undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989 kebolehan saksi keluarga
sedarah hanya dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus. Di sini dapat dilihat bahwa saksi keluarga hanya
dibolehkan dalam perkara perceraian.

Namun dalam prakteknya penulis menjumpai putusan yang mengabulkan
saksi keluarga sedarah dalam perkara gugatan harta bersama di Pengadilan

Agama Sidoarjo. Sedangkan Menurut H. Roihan A. Rasyid, demi untuk lebih

'R Soesilo, RIB/HIR,106.



tcrjaminnya objcktivitas tidak memihak, perlu adanya larangan saksi khususnya
bagi keluarga hubungan darah atau hubungan semenda yang masih sangat dekat.
Karena apabila saksi sedarah diperbolehkan maka bisa mengakibatkan beberapa
hal di antaranya: saksi tidak obyektif apabila didengar sebagai saksi, hubungan
keluarga menjadi retak, timbulnya tekanan batin dari para saksi setelah
memberikan keterangan. Ditinjau dari segi hukum adat, menurut Prof. Dr. R.
Vandijk bahwa “segala hak milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta
pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama
yang lazim disebut harta Syarikat”. Sedangkan dalam hukum Islam, hukum figh
tidak membahas masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan harta bersama dalam
perkawinan kita merujuk kepada ketentuan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 yaitu:
1. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi "harta bersama”

2. Harta bawaan masing-masing swami istri dan harta yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan” harta pribadi”
yang sepenuhnya berada di bawah penguasaannya masing-masing sepanjang

para pihak tidak menentukan lain.'?

Dari deskripsi di atas, dan karena adanya kesenjangan antara teori dan

prakiek tentang kebolehan saksi sedarah dalam perkara harta bersama, sehingga

2 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), 270.



penulis tertarik untuk mclakukan penclitian dan membahasnya mclalui skripsi

dengan judul: ANALISIS HUKUM ACARA TERHADAP KEBOLEHAN

SAKSI KELUARGA SEDARAH DALAM PUTUSAN NOMOR

0243/PDT.G/2010/PA.SDA. TENTANG HARTA BERSAMA.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

L.

2.

Macam-macam alat bukti dalam hukum Islam

Saksi dalam hukum Islam

Macam-macam alat bukti dalam hukum perdata

Saksi dalam hukum perdata

Orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi

Deskripsi kebolehan saksi keluarga sedarah dalam putusan nomor 0284/
Pdt.G/2010/PA.Sda tentang harta bersama.

Dasar pertimbangan hukum hakim yang membolehkan saksi keluarga
sedarah dalam putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang harta
bersama.

Analisis hukum acara terhadap kebolechan saksi keluarga sedarah dalam

putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama.



Mcngingat luasnya masalah dalam studi penclitian, maka dipcrlukan
adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu:
1. Dasar Pertimbangan hukum hakim yang membolehkan saksi keluarga sedarah
dalam putusan nomor 0284 / Pdt.G/2010 /PA Sda.tentang harta bersama.
2. Analisis hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga sedarah dalam

putusan nomor 0284 / Pdt.G/2010 /PA Sda. tentang harta bersama.

. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim membolehkan saksi keluarga sedarah dalam
putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama?
2. Bagaimana analisis hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga sedarah

dalam putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama?

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang
topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi
penelitian. Sejauh ini ada banyak penulisan yang membahas tentang saksi
keluarga sedarah bahkan secara global pernah dikaji pada skripsi-skripsi

sebelumnya di antaranya yaitu: “Status saksi dari anggota keluarga dalam



perkara syiqaq (studi tentang pendapat hakim di PA Bojoncgoro) yang ditulis
oleh Nurdin Hidayat tahun 1999. Skripsi ini pembahasannya lebih memfokuskan
pada pendapat-pendapat Hakim dan alasan-alasan Hakim tentang saksi sedarah
dalam perkara syigag’. Yang kedua, “Analisis pasal 76 ayat 1 Undang-undang
No.7 tahun 1989 tentang keluarga sebagai saksi dalam.perccraian dengan alasan
syigag’ yang ditulis oleh Nur Chusnah tahun 2000. Skripsi ini lebih
memfokuskan pada kebolehan keluarga sebagai saksi dalam perceraian karena
syiqaq sesuai dengan pasal 76 ayat 1 tahun 1989. Yang ketiga “Persyaratan
persaksian di pengadilan dalam perkara perdata (studi komparatif antara hukum
Islam dan HIR)” yang ditulis oleh Ahmad Shodiq tahun 1999. Skripsi ini lebih
memfokuskan pada mengomparasikan persyaratan persaksian di pengadilan
dalam perkara perdata antara hukum Islam dan HIR.

Dari ketiga judul di atas ada perbedaan penelitian penulis dengan
penelitian sebelumnya, di mana penulis akan membahas tentang” analisis hukum
acara tentang kebolehan saksi keluarga sedarah dalam putusan nomor:
0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama. Dalam skripsi ini penulis lebih
memfokuskan pembahasan pada kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara

gugatan harta bersama yang ada di PA Sidoarjo, yang tidak sesuai dengan teori.

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mcmahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam mcngabulkan
kesaksian keluarga sedarah dalam perkara nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda
tentang gugatan harta bersama.

2. Untuk mengetahui analisis hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga

sedarah putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang harta bersama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

L. Aspek teoritis: penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk
mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu
hukum khususnya bagi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syahsiyah, serta
dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.

2. Aspek praktis: Sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan
referensi bagi para pembaca skripsi dan digunakan oleh orang yang
berwenang serta orang yang berkaitan dengan masalah tentang kebolehan

saksi sedarah dalam perkara harta bersama.

G. Definisi Operasional
Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara tentang kebolehan saksi
keluarga sedarah dalam putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta

bersama”, agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah
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pengertian tcrhadap judul, maka penulis akan mcnjclaskan pengcertian scbagai

berikut:

1. Hukum Acara: segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan Negara maupun dari syari’at Islam yang mengatur
bagaimana cara orang bertindak di muka Pengadilan Agama dan juga
mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan
perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi
kekuasaan peradilan agama."

2. Keluarga sedarah: kekeluargaan antara orang-orang yang mempunyai ~nenck
moyang” atau ’darah” yang sama seperti kakek, bapak, anak, cucu dan
seterusnya.'* Keluarga sedarah dalam hal ini ialah keluarga sedarah menurut
keturunan yang lurus ke atas dan ke bawah

3. Harta bersama: Harta yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama
dalam perkawinan oleh suami istri.'®
Penulis dalam menyusun skripsi membatasi kepada kebolehan saksi keluarga
sedarah dalam perkara harta bersama, yang mana pihak Pengadilan Agama

menerima saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama.

13 Roihan Rasyid, Hukum Acara,10.
¥ R Soesilo, HIR, 104.
5 A. K. Muda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Reality Publisher 2006), 251.
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H. Metode Penclitian
Penelitian tentang analisis hukum acara tentang kebolehan saksi keluarga
sedarah dalam putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama”,
merupakan penelitian yang bersifat penelitian dokumenter. Adapun tahapan-
tahapan dalam metode penelitian tersebut adalah:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data dari Pengadilan Agama Sidoarjo
mengenai gugatan harta bersama dengan saksi keluarga sedarah meliputi:
a. Data tentang penyelesaian perkara gugatan harta bersama dengan saksi
keluarga sedarah.
b. Data tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara gugatan
harta bersama dengan saksi keluarga sedarah.
c. Ketentuan hukum acara tentang putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
tentang perkara gugatan harta bersama dengan saksi keluarga sedarah.
2. Sumber data Penelitian
a. Sumber primer (Hakim dan putusan Pengadilan Agama) yang terkait
dengan masalah saksi keluarga sedarah dalam harta bersama di Pengadilan
Agama Sidoarjo dalam perkara No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda.
b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli
memuat informasi data tersebut yaitu literatur yang diambil dari kitab-

kitab, buku-buku yang terkait di antaranya:
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1) Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR/RIB) karangan R. Socsilo
2) Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata karangan Hari Sasangka
3) Hukum Acara Peradilan Agama karangan Raihan Rasyid.
4) Dala’il An-Nubuwah karangan Abi Bakar Ahmad Al-Husain Al-
Baihaqi.
5) Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama karangan Yahya
Harahap.
6) Undang-undang perkawinan dilengkapi kompilasi hukum Islam
7) Prakick Perkara Perdata pada Pengadilan Agamakarya A. Mukii Arto.
8) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU
No.3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989.
3. Teknik pengumpulan data
a. Interview
Teknik interview adalah proses memperoleh informasi secara
langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan
yakni hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
b. Studi dokumenter
Teknik dokumentasi adalah salah satu cara penggalian data melalui
berkas-berkas dan dokumen yang ada untuk mengumpulkan data yang
berkaitan dengan deskripsi penyelesaian perkara gugatan harta bersama

dengan saksi keluarga sedarah.
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4. Mctodc analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan
atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang kebolehan saksi keluarga
sedarah dalam perkara harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda.
Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali
dengan mengemukakan teori umum tentang gugatan harta bersama dan alat
bukti saksi keluarga sedarah, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat
untuk menganalisis kasus kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara
harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda, lalu ditarik kesimpulan yang

bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah sistematika pembahasan penelitian dan demi
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam
skripsi ini penulis membagi menjadi 5 bab yaitu:
BABI : Pendahuluan
Dalam bab ini memuat bahasan tentang: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang
dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik

analisis data, yang terakhir sistematika pembahasan.



BAB I

BAB III

BAB IV

BABV
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: tentang landasan tcori yang mcmbahas tcntang kcbolchan saksi

sedarah yang meliputi: pengertian pembuktian, tujuan pembuktian,
kekuatan pembuktian, syarat-syarat saksi, orang yang tidak boleh
didengar sebagai saksi, orang yang tidak boleh ditolak sebagai

saksi, dan orang yang tidak boleh mengundurkan sebagai saksi.

: tentang laporan hasil penelitian yang membahas gambaran umum

tentang kebolehan saksi sedarah dalam gugatan harta bersama
dalam pengadilan agama yang meliputi: profil Pengadilan Agama
Sidoarjo, visi misi Pengadilan Agama Sidoarjo, struktur Pengadilan
Agama Sidoarjo, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo
dalam putusan gugatan harta bersama dengan kesaksian keluarga

sedarah

: tentang analisis data yang meliputi pertimbangan hukum hakim

dalam memutuskan perkara gugatan harta bersama dalam putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda, analisis
hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga sedarah dalam

putusan No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda,

: tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

PEMBUKTIAN PERDATA DI INDONESIA

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara

1.

Pengertian Pembuktian

Hukum acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang
mengatur bagaimana cara menaati hukum perdata materiil dengan
perantaraan hakim atau bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan
Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan
sebagaimana mestinya.

Pasal 54 undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk
yang kedua menjadi undang-undang No.50 Tahun 2009 menyatakan “Hukum
acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah
hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-
undang ini”.!

Dalam hukum acara perdata meliputi 3 tahap tindakan yaitu: tahap
pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan

merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam

' A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agsma, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2008), 7.

16
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tahap pencntuan diadakan pemcriksaan peristiwa dan pcmbuktian sckaligus
sampai kepada keputusannyaZ. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan
pelaksanaan dari putusan. Dalam tahap penentuan di antaranya adalah
pembuktian.

Menurut Bachtiar Efendi dkk, hukum pembuktian adalah hukum yang
mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara
mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak
serta menilai hasil pembuktian. Hukum pembuktian yang dipergunakan di
lingkungan peradilan umum dapat ditemui dalam HIR, R.Bg, dan BW, itu
berarti bahwa undang-undang tersebut juga berlaku bagi Peradilan Agama.?

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama
memberlakukan HIR dan R.Bg yang menjadi landasan hukum acara pada
peradilan umum sepanjang belum diatur dalam undang-undang bersangkutan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang No.3 Tahun 2006
sebagai hukum khusus (Jex specialis) sedangkan HIR dan R.Bg sebagai
hukum umum (/ex generalis).

Begitu pula dalam masalah pembuktian, apabila undang-undang
tersebut sudah mengatur khusus acara pembuktian, maka dengan sendirinya

hakim tidak memberlakukan acara pembuktian dalam HIR atau R.Bg.

? Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesis, (Yogyakarta: Liberty, 1979), 5.

’ Roihan A. Rasyid, Hukum Acars Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), 143.
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Scbaliknya apabila acara pcmbuktian ada yang tidak diatur sccara khusus,

hakim akan mempergunakan HIR atau R Bg sebagai hukum umum.

Menurut hukum pembuktian acara perdata, pembuktian mempunyai
ketentuan sebagai berikut:

a. Bersifat mencari kebenaran formil, berarti hakim tidak boleh melampaui
batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang beperkara.

b. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam pembuktian. Perkara
pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim, sedang dalam perkara
perdata tidak disyaratkan secara tegas.

c. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil. Pembuktian
materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan
alat-alat bukti tertentu dalam persidangan serta kekuatan
pembuktiannya, sedang pembuktian formil mengatur cara mengadakan
pembuktian,

d. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian, hakim wajib mengikuti
ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian.*

Pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam dang-undang No.7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang
No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi undang-undang

No.50 Tahun 2009 tidak banyak, hanya terdapat 5 hal dan semua acara

* Mukti Arto, Praktek Perkara Perdats, 141,
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pcmbuktian yang tclah diatur tcrscbut tcrutama mcnyangkut tcntang

sengketa perkawinan. Lima acara pembuktian tersebut adalah:

a. Pembuktian dalam permohonan cerai talak (pasal 70 Undang-undang
No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)

b. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu
pihak mendapat pidana penjara (pasal 74 undang-undang Peradilan
Agama)

¢. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami (pasal 75 Undang-undang
Peradilan Agama)

d. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag
(pasal 76 Undang-undang Peradilan Agama)

e. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (pasal
87 Undang-undang Peradilan Agama)

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya
alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti, maka
perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak

gugatan karena tidak terbukti.’

® Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan, 151.
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Adapun tujuan pcmbuktian adalah untuk mempcrolch kepastian bahwa
suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna
mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau
peristiwa yang diajukan itu benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya
schingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.®

Ada dua peristiwa yang harus dibuktikan terkait adanya peristiwa atau
hak yaitu menjadi sengketa dan relevan dengan pokok perkara, sehingga
ditemukan adanya hubungan hukum antara dua hak.

Oleh karena itu tidak semua peristiwa yang dikemukakan harus
dibuktikan. Peristiwa-peristiwa itu masih disaring oleh hakim, harus
dipisahkan mana yang penting (relevan, material) bagi hakim dan mana yang
tidak penting (irrelevan, immaterial). Peristiwa yang relevan itulah yang
harus dibuktikan. Peristiwa atau hak yang tidak disengketakan juga tidak
perlu dibuktikan, kecuali mengenai alasan perceraian.’

2. Peristiwa yang tidak perlu dibuktikan
Menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menguraikan bahwa ada
peristiwa yang tidak perlu dibuktikan lagi, misalnya sebagai berikut:®

a. Hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Sebagai

¢ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdsts, 140.
7 Ibid,143.
# Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia » 99.
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contoh bahwa pada tcngah malam toko-toko di Jakarta pasti tutup scmua.
Hal yang demikian adalah hal yang telah diketahui sendiri oleh hakim.

b. Dalam hal dijatuhkan putusan verstek, karena tergugat tidak datang,
maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat
tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan tanpa mendengar serta di
luar hadirnya tergugat, dijatuhkanlah putusan verstek oleh hakim.

c. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang
menjadi sengketa yang diakui dianggap telah terbukti, karena pengakuan
merupakan alat bukti, sehingga tidak perlu pembuktian lain lebih lanjut.

d. Telah dilakukan sumpah desisoir, sumpah mana sifatnya menentukan.
Maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimintakan sumpah
dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lagi.”

3. Beban pembuktian
Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakimlah
yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti
dan membebani para pihak dengan pembuktian.'® Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg
dan 1865 BW, menyatakan bahwa: barang siapa yang mengaku mempunyai

suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan

® Kurdi anto, Sistem Pembuktian Hukwmn Acara Perdata dalam Teori dap Praktek, (Surabaya:
Usaha Nasional, 1991), 14.
19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdats, 141.
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haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya
hak atau peristiwa itu.

Pihak yang dibebankan memberikan bukti mempunyai resiko bahwa
jika tidak berhasil maka ia akan dikalahkan. Baik penggugat maupun
tergugat dapat dibebankan pembuktian. Penggugat berkewajiban
membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan hak.
Sedang tergugat yang membantah, harus membuktikan adanya peristiwa-
peristiwa umum dan adanya peristiwa khusus yang bersifat menghalang-
halangi atau bersifat membatalkan apa yang menjadi hak penggugat. Hakim
harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para
pihak. Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara
seimbang dan patut."!

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban
pembuktian yang merupakan pedoman hakim. Teori-teori tersebut adalah:

a. Teori hak
Siapa yang mengemukakan sesuatu yang dibantah oleh pihak lain harus
membuktikannya. Teori ini tidak dapat menjawab apabila yang
dikemukakan hukum bukan hak, misalnya cerai.

b. Teori hukum objektif

Teori ini mendapatkan kesulitan apabila yang dikemukakan itu adalah

" Mukti Arto, Prakzek Perkara Perdata, 142.
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berdasarkan hukum di luar kaidah hukum yang tertulis.'?

c. Teori hukum publik
Menurut teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan
merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi
wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran, di samping itu
para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk
membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus
disertai sanksi pidana.

d. Teori hukum acara
Asas aud; et alteram parfem atau juga asas kedudukan prosesuil yang
sama dari pada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian
beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban
pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas
kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa
kemungkinan untuk menang bagi para pihak."?

4. Nilai pembuktian
Yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa

ialah hakim yang memeriksa duduk perkara, yaitu hakim tingkat pertama dan

34.

2 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dan Perkara Perdats, (Bandung: Mandar Maju, 2005),

B Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indopesia, 146.
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tingkat banding. Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam
tingkat kasasi.

Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya,
hakim bebas menilai pembuktian. Apabila alat bukti dianggap cukup
memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti itu
dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna kecuali ada bukti lawan.'*

Bethubung dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas
atau diikat oleh undang-undang, maka timbullah pertanyaan: sampai berapa
jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam
pembuktian peristiwa di dalam sidang?. Tentang hal ini ada tiga teori:

a. Teori pembuktian bebas
Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim,
sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

b. Teori pembuktian negatif
Menurut teori ini harus ada ketentuan- ketentuan yang mengikat, yang
bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada
larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan
dengan pembuktian, Jadi hakim di sini dilarang dengan pengecualian.
(pasal69 HIR, 306 R.Bg, 1905 BW). Pasal 169 HIR “keterangan dari

seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam

¥ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 143.
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hukum tidak dapat dipcrcaya”. Pasal 1905 BW “ketcrangan scorang saksi
saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh
dipercaya”.
Teori pembuktian negatif adalah suatu sistem pembuktian di mana hakim
dalam mengambil keputusan terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh
undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.
¢. Teori pembuktian positif
Teori pembuktian positif adalah suatu sistem pembuktian yang
menyandarkan pada alat bukti saja, yakni alat-alat bukti yang telah
ditentukan oleh undang-undang. Di samping adanya larangan, teori ini
menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan,
tetapi dengan syarat (pasal 165 HIR, 285 R.Bg, 1870 BW).'
. Macam-macam alat bukti
Dipandang dari segi pihak-pihak yang beperkara (pencari keadilan), alat
bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak
yang beperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang
dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat
atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi

alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.'

* Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 141.
' Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradila, 151.
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Agar alat bukti itu sah scbagai alat bukti mcnurut hukum, maka alat

bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil

serta harus mencapai batas minimal pembuktian agar alat bukti yang sah

tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.'”

Menurut sistem HIR dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat

bukti yang sah yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan

yang ditentukan oleh undang-undang saja.'® Macam-macam alat bukti yang

dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata adalah:

a.

b.

Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
Keterangan saksi

Persangkaan hakim

Pengakuan

Sumpah.'®

Dari kelima alat bukti tersebut mempunyai beberapa kriteria dan

penjelasan sebagaimana berikut:

a.

Alat bukti surat
Diatur dalam pasal 165, 167 HIR, pasal 285-305 R.Bg, dan pasal 1867-

1984 BW. Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk

"7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta,
Kencana, 2008), 137.

'8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdats, 148.

' Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),

143.
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mcenyatakan pikiran scscorang scbagai alat bukti. Mcnurut bentuknya alat

bukti tertulis dibagi:

1) Surat akta ialah surat yang tertanggal dan diberi tanda tangan yang
memuat keterangan tentang kejadian antara hal-hal yang menjadi
dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.”

2) Surat bukan akta dalam hal ini tidak begitu jelas dan tegas disebutkan
dalam undang-undang, dalam undang-undang juga tidak menguraikan
secara jelas perbedaan dasarnya, sehingga sulit untuk dapat dipikirkan
adanya surat bukan akta. Sedangkan akta sendiri itu ada dua macam
yaitu: akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat
yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan
yang ditentukan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari
yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang
menjalankan tugasnya. (ps.1868).”" akta otentik ada dua macam

1) Akta yang dibuat oleh pejabat (acta ambtelijk, process verbal
acte), ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk
itu dengan menerangkan apa yang dilihat, didengar, serta apa

yang dilakukannya.

2% Kurdianto, Sistem Pembuktian Hukum, 26.
! Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 148.



28

2) Akta yang dibuat di hadapan pcjabat (partij actc,), ialah akta
yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang
untuk itu atas kehendak para pihak, dengan menerangkan juga
apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya.??

Sedangkan akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat oleh para
pihak tentang suatu peristiwa, kejadian atau hal tertentu dan
ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan tersebut.

Fungsi akta adalah sebagai tanda telah terjadinya suatu perbuatan
hukum dan sekaligus sebagai alat bukti apabila nanti terjadi perselisihan
hukum. Adapun kekuatan pembuktian akta otentik merupakan suatu
bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (pasal 1870
BW dan pasal 165 HIR).* Sedangkan kekuatan pembuktian akta di
bawah tangan dapat dilihat dalam pasal 1875, pasal 1876, dan 1877 BW.

b. Alat bukti saksi

Diatur dalam pasal 168-172 HIR, pasal 306-309 R.Bg, dan pasal
1895, 1902-1908 BW. Apabila bukti tulisan tidak ada maka dalam

perkara perdata orang berusaha untuk mendatangkan saksi-saksi yang

dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka

2 -
1bid,. 149,
2 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996), 32.
X Ibid, 33.
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persidangan.” Kesaksian adalah kcpastian yang dibcrikan kcpada hakim
di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu
pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi, keterangan yang
diberikan olch saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang
dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh dari
berpikir tidaklah merupakan kesaksian.2

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan
yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga
yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan.
Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari
kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat
atau tidak ada bukti tertulisnya.”’” Penilaian pembuktian di dalam menilai
sebuah kesaksian, hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan
satu saksi dengan yang lainnya, persesuaian kesaksian dengan keterangan
yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan,
ketentuan ini sesuai pasal 172 HIR/309 R.Bg.”® Setiap saksi diwajibkan

bersumpah atau berjanji menurut cara agamanya bahwa ia menerangkan

% Kurdianto, Sistem Pembultian, 43.

26 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdats, 167 .

%7 [bid, 167.

*® M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamsh Syar’iyah,
(Jakarta: Kencana, 2005), 51.
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yang scbenarnya, karcna mcnjadi saksi dalam perkara di depan hakim
tidak boleh dianggap hal yang remeh.”
c. Alat bukti persangkaan
Diatur pada pasal 1915-1922, dalam pasal 1915 persangkaan ialah

“kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim yang ditarik dari

suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum

terang kenyataannya.” Berdasarkan pasal tersebut maka persangkaan
berarti dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu persangkaan berdasarkan
undang-undang dan persangkaan berdasarkan keyakinan hakim.*®

Dalam ketentuan pasal 1916 BW disebutkan persangkaan yang
dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu antara lain:

1) Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal,
karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk
menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.

2) Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan
kesimpulan guna menctapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari
hutang,

3) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.

2 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Citra, 1989), 102.
% Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dam Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.
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4) Kckuatan yang dibcrikan olch undang-undang kcpada pengakuan atau
sumpah oleh salah satu pihak.*'

Adapun kekuatan pembuktian persangkaan hanya ada satu di
dalam HIR yaitu pasal 173 yang menegaskan, “persangkaan saja yang
tidak berdasar undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada
wakiu menjatuhkan putusan apabila persangkaan itu penting, seksama,
dan ada hubungannya satu sama lain. Persangkaan yang tidak berdasar
undang-undang atau persangkaan yang didasarkan atas kenyataan,
kekuatan pembukiiannya di tangan hakim dan persangkaan yang
demikian merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.>

d. Bukti pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti di atur dalam pasal 174, 175, 176,
HIR, pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan pasal 1923-1928 BW. Pengakuan
adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan
tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ada beberapa macam bentuk
pengakuan yaitu:

1) Pengakuan mumi (aven pur et simple) ialah pengakuan yang bersifat
sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.
Misalnya, penggugat mengatakan bahwa tergugat telah 2 tahun tidak

memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan tergugat pun

*! Hari Sasangka, Hukum Pembuktian, 98.
2 Ibid., 98.
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mengakui tclah 2 tahun tidak memberi nafkah wajib kcpada
penggugat.

2) Pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekentenis, eveu
qulifie) ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap
scbagian dari tuntutan. Misalnya: penggugat menyatakan bahwa
tergugat telah menerima uang dari penggugat sebesar Rp.5.000.000
dan tergugat pun mengaku telah menerima uang dari penggugat tetapi
tidak sebanyak Rp.5.000.000, melainkan hanya Rp.3.000.000,

3) Pengakuan dengan klausa (gec/ausulerde, aven camplexe) ialah suatu
pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang suami
tidak memberi nafkah dan sebagainya kepada istri selama 3 tahun
kemudian suami menjawab: “benar, saya tidak memberi nafkah
selama tiga tahun karena istri saya nusyuz".>

Adapun kekuatan pembuktian pengakuan ada perbedaan kekuatan
pengakuan yang dilakukan di muka hakim dengan yang dilakukan di luar
sidang pengadilan. Tentu saja pengakuan yang dilakukan di muka hakim
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.**

e. Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (pasal.155-158,177), RBg

(pasal 182-185,314), BW (Pasal 1929-1945). Sumpah ialah suatu

> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 180.
* Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian, 40.
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pcmyataan yang dibcrikan atau di ucapkan pada waktu mcmberi janji

atau keterangan dengan mengingat akan sifat Yang Maha Kuasa dan pada

Tuhan yang percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji

yang tidak benar akan dihukum olehnya. Sedangkan dalam HIR alat bukti

sumpah dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

1) Sumpah pelengkap (suppletoir) ialah sumpah yang diperintahkan oleh
hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi
pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar
putusannya.

2) Sumpah penaksiran (aesimatoir, schattingseed) yaitu sumpah yang
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat yang
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk
menentukan jumlah uang ganti kerugian.

3) Sumpah decisoir atau sumpah pemutus adalah sumpah yang
dibebankan atas permintaan salah satu pihak pada lawannya.>*

Adapun kekuatan pembuktian sumpah suppletoir adalah sempurna,
begitu juga kekuatan pembuktian sumpah aesimatoir bersifat sempurna
dan masih memungkinkan pembuktian lawan, sedangkan sumpah

pemutus merupakan bukti sempurna dan menentukan sehingga pihak

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdats, 190.
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lawan tidak dapat mcngajukan alat bukti lain ataupun mcmbuktikan

bahwa sumpah itu palsu.*®

B. Alat Bukti Saksi dalam Perkara Harta Bersama
Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang,
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau
keadaan yang ia lihat, dengar, dan ja alami sendiri, sebagai bukti terjadinya
peristiwa atau keadaan tersebut.’’
Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti
tulisan atau akta, dalam kenyataannya bisa terjadi beberapa kemungkinan:
1. Sama sckali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk
membuktikan dalil gugatan, atau
2. Alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian
karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan
pembuktian tulisan,
Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh
penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan
menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau

mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.*®

3 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian, 44.

3" Mukti Arto, Praktek Perkara Perdsts, 165.

M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdats; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktisn
dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 623.
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Scperti halnya alat bukti pada umumnya, alat bukti kctcrangan saksi
pun mempunyai syarat formil dan materiil. Antara kedua syarat itu bersifat
kumulatif bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat
mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti tidak sah sebagai alat bukti.
Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat
materiil tidak lengkap, tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah
sebagai alat bukti, ataupun sebaliknya, schingga saksi tersebut tidak sah
sebagai alat bukti.”

Syarat-syarat Syarat formil saksi ialah:

1. Berumur 15 tahun ke atas

2. Sehat akalnya

3. Tidak ada hubungan keluarga dan semenda dari salah satu pihak
menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.

4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun
sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR)

5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima
upah (pasal 144 (2) HIR) kecuali undang-undang menent ukan lain.

6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR)

7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)

% Ibid, 633.
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8. Berjumlah sckurang-kurangnya 2 orang untuk kcsaksian suatu peristiwa,
atau dikuatkan dengan bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai
perzinaan.

9. Dipanggil masuk ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR)

10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)

Adapun syarat-syarat materiil saksi ialah:

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171
HIR/308 R.Bg).

2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (2)
HIR/308 (2) RBg)

3. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)

4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.*
Ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu:

1. Segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai
saksi yang dibagi 2 sebagai berikut:

a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut). Hakim dilarang
untuk mendengar mereka ini sebagai saksi yaitu:

1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang

lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR, 172 ayat

1 sub 1 RBg, 1910 alinea 1 BW). Adapun alasan pembentuk

“ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 166.
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undang-undang memberi batasan ini kiranya ialah: bahwa mercka
ini pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila
didengar sebagai saksi, untuk menjaga hubungan kekeluargaan
yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi
kesaksian, dan untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah
memberi keterangan.

Suami istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (pasal
145 ayat 1 sub2 HIR, 172 ayat 1 sub 3 RBg, 1910 alinea 1 BW).
Menurut pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan MA,
bekas suami menurnt hukum acara yang berlaku tidak boleh

didengar sebagai saksi. Putusan MA No.140 K/Sip/1974.*!

b. Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif)

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi yaitu:

1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun

2) Orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. **

Akan tetapi, dalam perkara tertentu mereka cakap menjadi

saksi, meskipun pihak-pihak yang beperkara terdiri dari keluarga

sedarah atau semenda maupun suami atau istri. Hal ini diatur dalam

pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata, yaitu:

‘! Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 358.
2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 173.
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1) Perkara-pcrkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu
pihak.

2) Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar,
meliputi pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan yang
digariskan pasal 141 UU No.1 Tahun 1974 jo. pasal 24 PP No.9
Tahun 1975.

3) Dalam perkara-perkara mengenai alasan yang menyebabkan
pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua.

4) Dalam perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.*

2. Segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari

kewajiban memberi kesaksian:

a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan
dari salah satu pihak.

b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki
dan perempuan dari pada suami istri salah satu pihak.

. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja
yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata
hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat,

jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.*

B M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 634.
“ Ibid, 174.
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Dari pcnjclasan tcntang saksi di atas, dalam kctcntuan HIR bahwa saksi
keluarga sedarah termasuk golongan saksi yang tidak boleh didengar sebagai
saksi karena demi untuk terjaminnya objektivitas tidak memihak. Tetapi ada
pengecualian dalam perkara-perkara tertentu yaitu dalam perkara perselisihan
kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang
sesuatu perjanjian pekerjaan yang diatur dalam pasal 145 (2) HIR. Sedangkan
dalam perkara tersebut tidak ada perkara tentang sengketa harta bersama,
dengan demikian saksi keluarga sedarah tidak bisa didengar sebagai saksi

dalam sengketa harta bersama demi keobyektivitasannya,



BAB I
DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN
PA SIDOARJO TENTANG KEBOLEHAN SAKSI KELUARGA
SEDARAH DALAM PERKARA HXRTA BERSAMA

A. Deskripsi Kasus Tentang Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Perkara

Harta Bersama

Untuk  lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba
memaparkan kasus kebolehan saksi keluarga sedarah dalam putusan
NO.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama. Yang terjadi di
Pengadilan Agama Sidoarjo. Perkara gugatan pembagian harta bersama yang
di dalamnya membolehkan saksi keluarga ini, di Pengadilan Agama Sidoarjo
diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim,
yaitu: Dra. Siti Muarofah Sa’adah, SH sebagai ketua majelis, Dra. Hj.
Masnukha dan Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum sebagai hakim anggota. Dan
para pihak yang beperkara adalah Kaumi binti Sarnam alias Kaumiati binti
Sarnam, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swastla, tempal tinggal di
jalan Kuncoro RT.6 RW.2 Desa Klurak kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo, sebagai (Penggugat) dan Bambang Sutrisno bin Abu Tholib

sebagai (Tergugat)Perkara ini terdaftar pada tanggal 27 Januari 2010 dalam

40
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register perkara di kepanitcraan Pengadilan Agama Sidoarjo decngan Nomor:
0284/Pdt.G/2010/Sda.

Adapun pokok perkaranya adalah Pada tanggal 11 Februari 1986 telah
terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan PPN pada
KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kutipan akta
nikah No.428/12/11/1986. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat
dikaruniai tiga anak yang bernama: IKA ROSITAWATI, perempuan, umur
22 tahun. WAHYU HERMAWAN, laki-laki, umur 18 tahun. TRI PUJI
RAHAYU, perempuan, umur 15 tahun.

Selama perkawinan telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang
berupa barang-barang sebagai berikut:

1. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 8 x 13 m ? yang terletak di JI.
Kuncoro, RT.06 RW.02 Desa Klurak kec.Candi kab.Sidoarjo yang
berasal dari jual beli dengan ibu Ngatminah pada tahun 1995 dan pada
tahun yang sama dibangun rumah tersebut, apabila dinilai sekarang
seharga Rp. 70.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah utara : jalan dan rumah Joko

b. Sebelah Selatan  : Pekarangan Ngatminah

¢. Sebelah timur : Rumah Martoyo dan Sutris.

d. Sebelah barat : Rumabh Saiful dan Khamid
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2. Alat perabot rumah tangga sclama perkawinan, diantaranya:
a. 2 lemari pakaian
b. 1 televisi berwarna
c. 1 set kursi sofa
d. 2tempat tidur
e. 2 karpet permadani
Yang semua bila ditaksir keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Dua buah sepeda motor yaitu:
a. Satu sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol: W 3868 RM, atas
nama Bambang Sutrisno bin Abu Tholib (Tergugat)
b. 1 sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nopol: W 6432 PB, atas nama
putra Penggugat dan Tergugat yang kedua yaitu Wahyu Hermawan.
Yang apabila dijual seharga Rp. 15.000.000,-
4. Tiga buah sepeda angin merk Phoenix, yang ditaksir sebesar satu juta
rupiah.

Pada tahun 2009 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan
Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15
September 2009 dan yang menceraikan Penggugat (Kaumi binti Sarnam)
adalah Tergugat (Bambang Sutrisno bin AbuTholib), namun tanpa rasa
bersalah dan terkesan menghilangkan tanggung jawabnya setelah resmi

bercerai dan tidak pernah memberikan uang selama masa jddah. Dan sampai
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gugatan ini didaftarkan kc Pcngadilan Agama, Penggugat dan Tcrgugat
masih hidup dalam satu rumah, karena Tergugat tidak punya cukup biaya
untuk sewa/kontrak rumah. Dan untuk tinggal lebih lama lagi penggugat
sudah tidak kuat.

Harta bersama tersebut belum dibagi, padahal secara hukum Islam
maupun hukum nasional harta gono-gini adalah menjadi hak bersama,
sehingga ketika terjadi perceraian, wajib dibagi sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. Sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak beritikad
baik, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, malah Tergugat terkesan
menguasai sepenuhnya harta tersebut tahpa mempedulikan hak Penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada
ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memutuskan:
1. Mengabulkan dan menerima permohonan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta
bersama (gono-gini)
3. Menyatakan harta bersama (gono-gini) yang berupa barang-barang yang
telah disebutkan di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Dalam perkara ini, seperti di persidangan perkara perdata pada
umumnya, maka dilakukan proses mediasi terlebih dahulu antara kedua belah

pihak yang bersangkutan, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa pada sidang



kccmpat tanggal 17 Marct 2010 Pcnggugat mengajukan revisi gugatannya,
yang menambahi petitum dan posita-nya dengan obyek tanah.

Selanjutnya pada tahap jawab menjawab (replik-duplik) Tergugat
mengajukan pada tanggal 07 April 2010 yang isinya ada yang membenarkan
dan ada yang menolak, bahwa tanah yang dijual bukan termasuk harta gono-
gini karena mutlak pemberian dari orang tua dan tidak benar bahwa rumah
tersebut dibeli pada tahun 1995 tetapi tahun 1994. Begitu juga bukan 1 set
sofa tetapi tinggal 2 buah kursi, motor yang bukan atas nama anaknya yang
bernama Wahyu Hermawan, tetapi atas nama Tergugat dan juga tidak benar
kalau ada 3 sepeda pancal tetapi cuma 2 yang satu rusak. Mengenai masalah
iddah Penggugat tidak tahu, karena hakim tidak pernah menyinggung masalah
iddah. Mengenai menghilangkan tanggung jawab itu tidak benar karena
setelah bercerai masih tinggal serumah dan biaya listrik, air dan makanan
Penggugat masih menjadi tanggungan Tergugat.

Pada tanggal 05 Mei 2010 Penggugat telah mengajukan replik secara
tertulis, bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang
dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat. Dan pada tanggal 19 Mei
2010 Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis. Setelah tahap replik-
duplik selesai, tahap selanjutnya adalah tahap pembuktian. Untuk menguatkan

dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:
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. Foto copy akta Nikah ccrai atas nama Bambang Sutrisno bin Abu Tholib
dan Kaumi binti Sarnam yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan
Agama Sidoarjo

. Dua orang saksi masing-masing:

a. NUR WITANTOMO BIN IMAM ASY’ARI umur 48 tahun, agama
Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di jalan Kuncoro RT.7 RW.2
Klurak kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo

b. NGATMINAH BINTI MAT URIP, umur 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ngemplak, bertempat tinggal di jalan Kuncoro RT. 6 RW. 2
Desa Klurak kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kedua saksi
inimenerangkan bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan
Tergugat ketika masih belum cerai, tetapi tidak tahu uangnya berasal
darimana.

Untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat
bukti tertulis yaitu:

. Foto copy kwitansi pembelian perhiasan tanggal 09 Mei 2009

copy kwitansi pembelian perhiasan tanggal 16 November 2008

copy kwitansi pembelian perhiasan tanggal 10 Januari 2009

. 0 copy kwitansi pembelian perhiasan tanggal 31 Desember 2007

. to copy surat keterangan Nomor: 140/2/404.7.2.20/2010 dari kepala desa

Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tanggal 01 Maret 2010



Di samping alat bukti tertulis, Tcrgugat mcngajukan 2 saksi yaitu:

1. SARNAM BIN SARWI, umur 92 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam,
bertempat tinggal di desa Modong RT.01 RW.02 Kecamatan Tulangan
Kabupaten Sidoarjo;

2. IKA ROSITAWATI, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah
tangga, bertempat tinggal di Desa Klurak RT.02 RW.06 Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo. Kedua saksi yang diajukan oleh tergugat adalah dari
keluarga sedarah yakni ayah penggugat dan anak dari penggugat dan
tergugat, merecka menerangkan dibawah sumpah bahwa tergugat telah
menjual tanah pemberian orang tuanya dan hasil penjualannya untuk
membeli tanah dan membangun rumah sampai tahap 45%. Atas
keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan Penggugat juga
menyatakan benar dan menjelaskan bahwa uang Tergugat dipakai untuk
membangun rumah tersebut sekitar 45% yaitu berupa bangunan berdiri
sampai atap dan kusennya.

Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis
tanggal 17 Juli 2010 selanjutnya sama-sama mohon putusan. Selanjutnya
berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan, serta hakim
memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut.
Majelis hakim pada akhirnya mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
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2. Mcnctapkan bahwa:

a. 55% dari bangunan rumah permanen dengan ukuran 8x13 m?2 yang
terletak di jalan Kuncoro RT.06 RW.02 Desa Kluruk Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:

1) Sebelah utara : Jalan dan Rumah Joko

2) Sebelah sclatan : Pekarangan Ngatminah

3) Sebelahtimur : Rumah Martoyo dan Sutris
4) Sebelah barat : Rumah Saiful dan Khamid

b. 2 lemari pakaian

¢. 1televisi berwarna

d. 1 set kursi sofa

. 2 tempat tidur

f. 2 karpet permadani

g 1 sepeda motor Honda Karisma No.pol W 3868 RM atas nama
Bambang Sutrisno

h. 1 sepeda motor Suzuki Shogun No.pol W 6432 PB atas nama
Bambang Sutrisno

i. 2 buah sepeda angin merk Phoenix

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing

berhak separohnya.
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3. Menghukum Tergugat untuk membagi obyek pada angka 2 di atas dan <3
menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya apabila tidak dapai N
dibagi secara natural, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua ' j

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga

saat ini dihitung sebesar Rp. 541.000."

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama

dengan Saksi Keluarga Sedarah

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan -
bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan
Penggugat dan Tergugat menyatakan benar, bahkan Tergugat mengakui
keterangan saksi Tergugat yang bernama Ika Rositawati dan menjelaskan
bahwa uang hasil penjualan tanah Tergugat selain dipakai untuk membeli
tanah juga untuk membangun rumah tersebut sampai berdiri yaitu dinding
sampai atap dan kusen-kusennya atau sudah dibangun sampai tahap 45%.

Sebagaimana pasal 145 HIR ayat le keluarga sedarah dan keluarga
semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus tidak dapat

didengar keterangannya, akan tetapi dalam ayat 2 menyebutkan kaum

! Berkas Pengadilan Agama Sidoarjo No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda.
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keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi
dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut
hukum perdata atau sesuatu perjanjian pekerjaan, oleh karenanya majelis
hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadinya perselisihan dalam rumah
tangga termasuk perselisihan harta bersama patut diduga hanya diketahui
oleh orang dekat dalam keluarga itu. Dan berdasarkan pasal 174 HIR yaitu”
pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, baik diucapkannya sendiri, maupun
dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk ijtu”.
Sepanjang yang diakui oleh penggugat harus dinyatakan terbukii menurut
hukum.

Meskipun secara formil Penggugat keberatan dengan saksi-saksi yang
dihadirkan oleh Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dekat akan
tetapi materi keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat
membenarkan dan mengakuinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa
keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan.
Berdasarkan pasal 174 HIR sepanjang yang telah diakui oleh penggugat

tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.
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Pada dasarnya saksi keluarga sedarah tidak diperbolehkan dalam harta
bersama, berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa yang yang dipergunakan
untuk memutus masalah harta bersama tersebut adalah pasal 145 HIR ayat 2,
hakim menduga bahwa hal tersebut hanya bisa diketahui oleh pihak keluarga
sebagai orang terdekat. Juga sebagai terobosan baru hakim dalam

memutuskan perkara, seperti halnya yurisprudensi.”

2 Dra. Hj. Masnukha, M.H, Wawancara, Sidoarjo,17 juni 2011.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ACARA TEHADAP KEBOLEHAN SAKSI
KELUARGA DALAM PUTUSAN NO.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda.
TENTANG HARTA BERSAMA

. Analisis Terhadap Dasar Hakim dalam Memutuskan Kebolehan Saksi Keluarga
Sedarah dalam Perkara Harta Bersama

Seorang hakim yang ada di Pengadilan Agama sudah barang tentu
mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada
Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan
suatu perkara.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa
memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari
hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum
acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam perkara gugatan harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. Di sini
adalah gugatan yang diajukan oleh Kaumi binti Sarnam alias Kaumiati
(Penggugat) kepada Bambang Sutrisno bin Abu Tholib (Tergugal) untuk
membagi harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan yang belum dibagi
sesudah terjadinya perceraian pada tanggal 10 November 2009 yang terkesan

dikuasai oleh mantan suami (Tergugat).

51
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Berdasarkan pasal 96 KHI dan pasal 37 undang-undang No.1 Tahun 1974
tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila
terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada
suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang
mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini adalah sejalan
dengan putusan MA RI tanggal 9 Desember 1959 No.424.K/SIP/1959. Di mana
dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalay terjadi
perceraian maka masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian.'

Pada kasus gugatan harta bersama ini, Kaumi (Penggugat) dan juga
Bambang (Tergugat) mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya masing-
masing, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di antaranya
adalah alat bukti saksi. Alat bukti dalam persidangan sangat diperlukan untuk
mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya oleh hakim. Suatu persengketaan
atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau
gugatan Penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus
juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.2

Dalam hukum acara perdata, hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah,

hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang

! Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),
129.

2 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
151.
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ditcntukan olch pasal 164 HIR yang bcrupa alat bukti tertulis, saksi,
persangkaan, pengakuan dan sumpabh.

Dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama hakim menggunakan
undang-undang yang berlaku di pengadilan umum, selama tidak diatur khusus
oleh Undang-undang Peradilan Agama.’ begitu juga dengan cara beracara di
pengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara gugatan harta bersama, mempunyai
kewenangan penuh untuk mempertimbangkan nilai kesaksian yang diajukan oleh
para pihak yang beperkara, untuk menilai saksi tersebut sebagai alat bukti harus
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu syarat formil dan syarat materiil,
apabila syarat formil terpenuhi tetapi syarat materiil tidak, ataupun sebaliknya
syarat materiil terpenuhi tetapi formil tidak, maka tidak sah menjadi alat bukti.

Dalam acara pembuktian, kebolehan saksi keluarga sedarah yang didengar
keterangannya sebagai saksi dalam perkara harta bersama menjadi objek
penelitian ini, disebutkan bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat
adalah saksi dari keluarga sedarah yang mempunyai keturunan lurus, yaitu
Sarnam bin Sarwi (ayah Penggugat) dan lka Rositawati (anak dari Penggugat
dan Tergugat). Kedua saksi tersebut dihadirkan oleh Tergugat di persidangan di
bawah sumpah untuk menerangkan keterangan yang diketahui dan dialami

sendiri.

3 Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007),
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Adapun dasar hukum atau pcrtimbangan hukum yang digunakan olch
hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara harta bersama
tersebut mengacu dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat. Padahal
alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil
sebagai saksi, karena ada hubungan keluarga sedarah sebagaimana dijelaskan
dalam pasal 145 HIR ayat (le) yang menyatakan: “saksi yang tidak dapat
didengar adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak dan
menurut keturunan yang lurus.”™ Sedangkan pada pasal 145 ayat (2) dinyatakan:
”Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai
saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut
hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan”.’ Yang dimaksud
tentang keadaan menurut hukum yang dimaksud yaitu tentang kedudukan warga
dalam bahasa belanda tentang”burgelijke stand” seperti misalnya perselisihan
tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya sudah dijelaskan
pada bab sebelumnya, sedangkan dalam perkara harta bersama, saksi keluarga
sedarah tidak boleh di dengar sebagai saksi, yang menjadi sebab bahwa keluarga
sedarah tidak diperbolehkan ialah karena pembuat undang-undang tidak yakin

bahwa mereka itu meskipun disumpah tidak akan membantu keluarganya.’

* R. Soesilo, HIR, 105.
5 Ibid. 106

¢ Mr. Tresna, Komentar HIR, (Jakaria: Pradnya Paramita, 1996), 126.
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Adapun tujuan pcmbuktian adalah untuk mcmpcerolch kcpastian bahwa
suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna
mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa
itu benar terjadi sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.”

Untuk memperoleh kebenaran tentang fakta-fakta kejadian harus
diupayakan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang beperkara,
dan untuk menggunakan alat bukti harus dilihat apakah alat bukti tersebut sah
untuk dijadikan alat bukti atau tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dra. Masnukha, hakim Pengadilan
Agama Sidoarjo berpendapat bahwa pasal 145 HIR dalam hal terjadinya
perselisihan dalam rumah tangga termasuk perselisihan harta bersama, patut
diduga hanya diketahui oleh orang dekat dalam keluarga itu, meski secara formil
Penggugat keberatan dengan saksi-saksi yang dihadirkan.

Disebabkan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan adalah
saksi keluarga yang tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, secharusnya
tidak sah dijadikan alat bukti. Maka harus ada alat bukti lain yang diajukan di
depan pengadilan untuk menguatkan dalil tersebut, sedangkan saksi-saksi yang
dihadirkan oleh penggugat hanya menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun

ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi saksi Penggugat

7 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), 140.
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Nur Witantomo bahkan mcngctahui bahwa rumah tcrscbut dibeli sctclah
Tergugat menjual Rumahnya di Kebonsari.

Jadi, saksi yang tidak memenuhi syarat formil seharusnya tidak sah
dijadikan sebagai alat bukti. Begitu pula saksi keluarga sedarah dalam perkara
harta bersama. Sedangkan dalam perkara gugatan harta bersama ini, hakim
membolehkan saksi keluarga sedarah dengan ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR
bahwa keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam
perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum seperti
misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain
sebagainya atau suatu perjanjian pekerjaan, oleh karenanya majelis hakim
berpendapat bahwa dalam hal perselisihan dalam rumah tangga termasuk
perselisihan harta bersama patut diduga hanya diketahui oleh orang dekat dalam
keluarga itu.

Padahal dalam pasal tersebut tidak menyebutkan saksi keluarga sedarah
boleh didengar dalam perkara harta bersama. Seharusnya saksi keluarga tidak
boleh didengar sebagai saksi karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat
bukti saksi sehingga tidak sah sebagai alat bukti, maka hakim harus lebih
mempertimbangkan hal ini untuk tercapainya suatu putusan yang adil dan
obyektif antara para pihak yang berperkara. Menurut hemat penulis, hakim

Pengadilan Agama Sidoarjo kurang tepat dengan pertimbangan hukum yang
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digunakannya dalam membolehkan saksi keluarga sedarah dalam perkara harta

bersama.

B. Analisis Hukum Acara Terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam
Harta Bersama

Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum
acara perdata, sedangkan pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang
terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan
keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.®

Untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka dapat mengajukan
beberapa alat bukti sebagai dalil untuk menguatkan bahwa peristiwa tersebut
benar-benar terjadi. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum,
maka alal bukti yang diajukan harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.
Di samping itu, tidak semua alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan
pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Supaya alat bukti
yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka harus mencapai batas
minimal pembuktian.®

Pembuktian dengan alat bukti saksi dalam harta bersama menjadi kajian
penelitian penulis, bahwa dalam hukum acara pada prinsipnya alat bukti saksi

diperbolehkan dalam segala hal sengketa perdata, kecuali ditentukan lain oleh

® Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 143.
® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdsta di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta,
Kencana, 2008), 239.
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undang-undang. Dalam pcmbuktian dengan saksi ada syarat- syarat yang harus
terpenuhi yaitu syarat formil dan materiil. Di antara syarat formil kesaksian
adalah orang yang cakap menjadi saksi dan yang dianggap tidak cakap menjadi
saksi secara mutlak adalah keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak
menurut garis lurus dan suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah
bercerai sesuai pasal 145 ayat 1 ke (1) HIR.

Adapun alasan pembentuk undang-undang memberi batasan bagi keluarga
untuk tidak dapat didengar sebagai saksi adalah dikarenakan pada umumnya
mereka tidak obyektif apabila didengar sebagai saksi. Agar hubungan
kekeluargaan mereka tidak retak, tidak merasa tertekan waktu memberi
keterangan, dan untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan
keterangan dan secara moral kurang etis apabila seseorang menerangkan
perbuatan yang kurang baik dari keluarganya.'®

Namun keluarga sedarah atau semenda tersebut tidak berlaku dalam hal
perkara-perkara mengenai kedudukan hukum para pihak misalnya nafkah yang
harus dibayar, perkara mengenai suatu persetujuan perburuan sebagaimana
ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. Dengan demikian, terlihat bahwa saksi keluarga
sedarah tidak dapat didengar dan dianggap tidak cakap dalam semua perkara

perdata begitu pula dalam perkara gugatan harta bersama, kecuali dalam perkara-

69.

' Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dan Perkara Perdats, (Bandung: Mandar Maju, 2005),
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pcrkara yang discbutkan di atas dan pada bab scbclumnya scsuai dengan
peraturan yang berlaku dalam hukum acara.

Karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum
acara yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam
undang-undang Peradilan Agama. Sedangkan tentang pembuktian saksi yang
dibahas di sini tidak ada dalam undang-undang Peradilan Agama, maka yang
dipakai édalah HIR yaitu Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di
Peradilan Umum. Jadi, menurut penulis saksi dari keluarga sedarah dari salah
satu pihak menurut garis lurus tidak boleh didengar dalam perkara harta bersama
dan apabila diajukan di persidangan maka tidak sah untuk dijadikan alat bukti

karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan panjang lebar di atas, dan
sejalan dengan rumusan yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang
digunakan untuk menyelesaikan perkara harta bersama dengan saksi keluarga
sedarah adalah berdasarkan dengan Pasal 145 ayat (2) HIR yang menjelaskan
bahwa kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak
dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut
hukum dan petjanjian pekerjaan dan Pasal 174 HIR tentang pengakuan yang
diakui oleh penggugat maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

2. Dalam hukum pembuktian yang termasuk bagian dari hukum acara Peradilan
Agama, saksi keluarga sedarah dari keturunan lurus tidak boleh didengar atau
dianggap tidak cakap secara absolut sebagai saksi dalam segala hal, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang. Begitu pula dalam perkara harta
bersama saksi keluarga sedarah tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah

karena tidak memenubhi syarat formil sebagai saksi.

60



61

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan kali ini penulis

kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1.

Kcpada hakim Pcngadilan Agama Sidoarjo yang berwenang  untuk
mengadili dalam proses pembuktian perkara, khususnya perkara harta
bersama dengan menghadirkan saksi, hendaknya benar-benar cermat dan
hati-hati dalam menilai setiap saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan
menanyakan identitas para pihak, apakah saksi tersebut dapat didengar
scbagai saksi atau tidak dapat didengar, sehingga dapat memberikan
putusan yang benar-benar adil dan tidak merugikan kedua belah pihak yang
beperkara di pengadilan.

Kepada yang berwenang membuat undang-undang, sayogyanya ketentuan
tentang alat bukti saksi perlu ditambahkan lagi mengenai ketentuan-
ketentuan khusus dan dirumuskan dalam pasal tersendiri yang mengatur
pembuktian dengan saksi dalam perkara harta bersama yang memang pada

tahap pembuktian banyak menghadirkan saksi keluarga sedarah.
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